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Abstrak

White collar crime merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang terus berkembang
seiring dengan globalisasi, digitalisasi ekonomi, dan kemajuan teknologi informasi.
Kompleksitas modus operandi serta keterlibatan individu maupun korporasi menjadikan
penegakan hukum terhadap kejahatan ini menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini
bertujuan menganalisis perkembangan konsep white collar crime, mengidentifikasi bentuk
dan karakteristiknya sebagai kejahatan ekonomi di Indonesia, mengevaluasi efektivitas
penegakan hukum berdasarkan hasil penelitian terdahulu, serta merumuskan arah
pembaruan kebijakan. Penelitian menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR)
dengan mengacu pada pedoman PRISMA 2020. Penelusuran literatur dilakukan melalui lima
basis data, yaitu Scopus, Google Scholar, Dimensions, DOA], dan Garuda. Dari 487 artikel yang
teridentifikasi, diperoleh 42 artikel yang memenuhi kriteria inklusi dan dianalisis
menggunakan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa white collar crime telah
berkembang dari kejahatan individual menjadi kejahatan ekonomi yang melibatkan
korporasi, organisasi, dan jaringan lintas negara. Bentuk utama kejahatan meliputi korupsi,
kejahatan korporasi, kejahatan perpajakan, pencucian uang, kejahatan sektor keuangan, dan
kejahatan berbasis teknologi informasi. Efektivitas penegakan hukum masih menghadapi
kendala berupa kompleksitas pembuktian, keterbatasan kapasitas aparat, ketidaksinkronan
regulasi, intervensi kepentingan, serta perkembangan teknologi digital. Penelitian ini
merekomendasikan harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas kelembagaan, optimalisasi
pendekatan follow the money dan asset recovery, serta penerapan tata kelola yang baik dan
teknologi digital sebagai strategi untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan white collar
crime di Indonesia.

Kata kunci : White Collar Crime; Kejahatan Ekonomi; Penegakan Hukum; Systematic
Literature Review; PRISMA 2020.
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Abstract

White-collar crime is a form of economic crime that continues to evolve alongside
globalization, economic digitalization, and advances in information technology. The increasing
complexity of its modus operandi, coupled with the involvement of both individuals and
corporations, poses significant challenges to law enforcement. This study aims to analyze the
development of the concept of white-collar crime, identify its forms and characteristics as
economic crime in Indonesia, evaluate the effectiveness of law enforcement based on previous
studies, and formulate directions for legal and policy reform. The study employed a Systematic
Literature Review (SLR) method following the PRISMA 2020 guidelines. The literature search
was conducted across five academic databases: Scopus, Google Scholar, Dimensions, DOAJ, and
Garuda. Of the 487 articles initially identified, 42 met the inclusion criteria and were analyzed
using thematic analysis. The findings indicate that white-collar crime has evolved from
individual misconduct into a form of economic crime involving corporations, organizations,
and transnational networks. The predominant forms of white-collar crime include corruption,
corporate crime, tax-related offenses, money laundering, financial sector crimes, and
information technology-based crimes. The effectiveness of law enforcement remains
constrained by the complexity of evidence gathering, limited institutional capacity, regulatory
inconsistencies, conflicts of interest, and the rapid advancement of digital technology. This
study recommends regulatory harmonization, strengthening institutional capacity, optimizing
follow-the-money and asset recovery approaches, and promoting good governance and digital
technologies as key strategies to enhance the effectiveness of combating white-collar crime in
Indonesia.

Keywords: White-Collar Crime; Economic Crime; Law Enforcement; Systematic Literature
Review; PRISMA 2020.

A. Pendahuluan

Perkembangan globalisasi, digitalisasi ekonomi, dan kemajuan teknologi informasi telah
mengubah karakteristik kejahatan dari bentuk konvensional menuju kejahatan yang lebih
kompleks, terorganisasi, dan berbasis penyalahgunaan kewenangan. Perubahan tersebut telah
mendorong munculnya berbagai bentuk kejahatan ekonomi yang memanfaatkan perkembangan
teknologi, sistem keuangan modern, serta jaringan lintas negara sehingga semakin sulit dideteksi
dan ditangani melalui mekanisme penegakan hukum konvensional (Gottschalk, 2024; Holtfreter
& Leodn, 2026). Salah satu bentuk kejahatan yang mengalami perkembangan signifikan adalah
white collar crime atau kejahatan kerah putih, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh individu
atau kelompok yang memiliki kedudukan, status sosial, maupun posisi profesional tertentu
dengan memanfaatkan kepercayaan, kewenangan, serta akses terhadap sumber daya ekonomi
untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Konsep ini pertama kali diperkenalkan
oleh Sutherland (1949) yang menjelaskan bahwa kejahatan tidak hanya dilakukan oleh kelompok
sosial ekonomi rendah, tetapi juga oleh individu yang memiliki posisi terhormat dalam
menjalankan profesinya. Berbeda dengan kejahatan konvensional yang umumnya menggunakan
kekerasan fisik, white collar crime lebih banyak dilakukan melalui manipulasi administrasi,
penyalahgunaan jabatan, rekayasa transaksi keuangan, penggelapan aset, penyuapan, korupsi,
penghindaran pajak, pencucian uang, hingga berbagai bentuk kecurangan korporasi yang
berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi, tata kelola pemerintahan, dan kepercayaan publik
(Friedrichs, 2020; Maulidi, 2020; Gottschalk, 2024).

Konsep white collar crime pertama kali diperkenalkan oleh Edwin H. Sutherland melalui
pidatonya pada pertemuan American Sociological Society tahun 1939, yang kemudian
dipublikasikan secara lebih komprehensif dalam bukunya White Collar Crime (Sutherland, 1949).
Sutherland mengkritik paradigma kriminologi klasik yang selama ini lebih berorientasi pada
kejahatan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat berstatus sosial ekonomi rendabh,
sementara kejahatan yang dilakukan oleh individu berstatus sosial tinggi cenderung terabaikan.
Menurut Sutherland, individu yang memiliki reputasi, kedudukan, dan jabatan strategis justru
memiliki peluang yang lebih besar melakukan penyalahgunaan profesi, kewenangan, maupun
kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memperoleh keuntungan ekonomi secara
melawan hukum (Sutherland, 1949; Friedrichs, 2020). Gagasan tersebut kemudian berkembang
menjadi salah satu landasan utama dalam kriminologi modern karena menjelaskan bahwa
kejahatan ekonomi tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga dapat melibatkan korporasi,
organisasi bisnis, lembaga keuangan, bahkan institusi pemerintahan yang memanfaatkan
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kelemahan sistem pengawasan dan tata kelola organisasi (Friedrichs, 2020; Holtfreter & Ledn,
2026). Seiring dengan perkembangan globalisasi dan ekonomi digital, bentuk-bentuk white collar
crime semakin kompleks melalui pemanfaatan teknologi informasi, transaksi elektronik,
kecerdasan buatan, dan aset digital sebagai sarana untuk menyamarkan aktivitas ilegal, sehingga
meningkatkan tantangan bagi aparat penegak hukum dalam mendeteksi, membuktikan, dan
menindak kejahatan ekonomi secara efektif (Gottschalk, 2024; Bilbao-Calabuig et al., 2026).Di
Indonesia, white collar crime berkembang menjadi salah satu tantangan serius dalam penegakan
hukum karena berkaitan langsung dengan penyalahgunaan kekuasaan, tata kelola pemerintahan,
integritas sektor bisnis, dan pengelolaan keuangan negara. Berbagai perkara korupsi, manipulasi
perpajakan, penyalahgunaan dana investasi, tindak pidana perbankan, pengadaan barang dan
jasa, hingga pencucian uang menunjukkan bahwa kejahatan ekonomi tidak lagi bersifat
individual, tetapi dilakukan secara sistematis dengan melibatkan berbagai aktor yang memiliki
kapasitas intelektual, jaringan, dan akses terhadap kebijakan publik. Dampak yang ditimbulkan
tidak hanya berupa kerugian keuangan negara, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat
terhadap institusi pemerintah, menghambat investasi, meningkatkan biaya ekonomi, serta
mengganggu iklim persaingan usaha yang sehat.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum untuk menanggulangi
kejahatan ekonomi, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang,
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, serta berbagai regulasi sektoral
lainnya yang mengatur kejahatan di bidang keuangan, perpajakan, dan korporasi (Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010). Meskipun demikian, berbagai penelitian
menunjukkan bahwa keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu menciptakan efek
jera maupun meningkatkan efektivitas pemberantasan white collar crime. Hal ini disebabkan oleh
kompleksitas modus operandi, keterlibatan pelaku yang memiliki kekuatan ekonomi maupun
politik, perkembangan kejahatan lintas yurisdiksi, serta meningkatnya pemanfaatan teknologi
digital yang menyulitkan proses penyelidikan, pembuktian, dan pemulihan aset hasil kejahatan
(Gottschalk, 2024; Maulidi, 2020). Selain itu, lemahnya koordinasi antarlembaga penegak hukum,
keterbatasan kapasitas investigasi keuangan, serta belum optimalnya penerapan pendekatan
follow the money dan asset recovery masih menjadi tantangan utama dalam meningkatkan
efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan ekonomi di Indonesia (Bilbao-Calabuig et al,,
2026; Holtfreter & Leodn, 2026)

Kajian-kajian terdahulu pada umumnya membahas white collar crime melalui pendekatan
normatif, kriminologis, maupun studi kasus terhadap jenis tindak pidana tertentu, seperti
korupsi, penyuapan, pencucian uang, dan kejahatan korporasi. Sebagian penelitian juga lebih
berfokus pada analisis efektivitas regulasi, pertanggungjawaban pidana pelaku, atau mekanisme
penegakan hukum terhadap satu jenis tindak pidana ekonomi secara terpisah (Maulidi, 2020;
Gottschalk, 2024). Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi yang
signifikan terhadap pengembangan hukum pidana ekonomi dan kriminologi, hasil kajian yang
tersedia masih bersifat sektoral dan belum mampu memberikan pemahaman yang komprehensif
mengenai perkembangan konsep, karakteristik, tipologi, hambatan penegakan hukum, serta arah
pembaruan kebijakan white collar crime sebagai kejahatan ekonomi di Indonesia (Friedrichs,
2020; Holtfreter & Leo6n, 2026). Di sisi lain, meningkatnya jumlah publikasi ilmiah mengenai
kejahatan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perlunya suatu sintesis ilmiah
yang sistematis untuk mengintegrasikan berbagai temuan penelitian sehingga dapat
menghasilkan kerangka konseptual yang lebih utuh, mengidentifikasi kesenjangan penelitian
(research gap), serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based
policy) (Page et al,, 2021; Snyder, 2019).

Berdasarkan telaah terhadap berbagai publikasi ilmiah, masih ditemukan beberapa
kesenjangan penelitian (research gap) dalam kajian white collar crime. Pertama, sebagian besar
penelitian masih memandang white collar crime sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh
individu melalui penyalahgunaan jabatan atau profesi, sedangkan perkembangan praktik
menunjukkan bahwa kejahatan ekonomi semakin melibatkan korporasi, jaringan bisnis, lembaga
keuangan, dan organisasi yang beroperasi secara sistematis serta lintas yurisdiksi (Friedrichs,
2020; Holtfreter et al., 2025). Kedua, meskipun penelitian mengenai korupsi, pencucian uang,
kejahatan korporasi, dan kejahatan keuangan terus meningkat, sebagian besar kajian masih
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dilakukan secara sektoral sehingga belum banyak penelitian yang melakukan sintesis secara
sistematis terhadap bukti empiris mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap white collar
crime di Indonesia menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) (Page et al,,
2021; Snyder, 2019). Ketiga, penelitian yang mengintegrasikan perspektif hukum pidana,
kebijakan kriminal, tata kelola pemerintahan (good governance), kepatuhan korporasi (corporate
compliance), serta perkembangan ekonomi digital masih relatif terbatas. Akibatnya, rekomendasi
yang dihasilkan cenderung berfokus pada aspek represif dan belum memberikan kerangka
kebijakan yang komprehensif dalam memperkuat sistem pencegahan maupun penegakan hukum
terhadap white collar crime sebagai kejahatan ekonomi di Indonesia (Gottschalk, 2024; Bilbao-
Calabuig et al.,, 2026; Maulidi, 2020).

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan
menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) berdasarkan pedoman PRISMA
2020 untuk mensintesis hasil-hasil penelitian mengenai perkembangan konsep, tipologi
kejahatan ekonomi, efektivitas penegakan hukum, hambatan implementasi, serta arah
pembaruan kebijakan terhadap white collar crime di Indonesia. Berbeda dengan penelitian
terdahulu yang umumnya mengkaji satu jenis tindak pidana atau satu aspek regulasi, penelitian
ini mengintegrasikan perspektif hukum pidana, kriminologi, tata kelola pemerintahan, dan
perkembangan ekonomi digital sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih
komprehensif dan berbasis bukti (evidence-based policy)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan konsep white collar crime
sebagai kejahatan ekonomi, mengidentifikasi bentuk dan karakteristik white collar crime di
Indonesia, mengevaluasi efektivitas penegakan hukum berdasarkan hasil penelitian terdahuluy,
serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat sistem penegakan hukum
terhadap kejahatan ekonomi pada masa mendatang. Pendekatan Systematic Literature Review
(SLR) dipilih untuk menghasilkan sintesis bukti ilmiah yang sistematis, transparan, dan dapat
dipertanggungjawabkan sehingga mampu mengidentifikasi pola temuan, kesenjangan penelitian,
serta arah pengembangan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) (Page et al., 2021;
Snyder, 2019). Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
teoretis bagi pengembangan kajian hukum pidana, kriminologi, dan kebijakan kriminal, sekaligus
menjadi referensi praktis bagi pembentuk kebijakan, aparat penegak hukum, akademisi, dan
peneliti dalam merumuskan strategi pemberantasan white collar crime yang lebih efektif, adaptif,
dan responsif terhadap perkembangan ekonomi digital serta perlindungan kepentingan ekonomi
nasional (Gottschalk, 2024; Holtfreter et al., 2025; Bilbao-Calabuig et al., 2026).

Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoiritis
Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum pidana dan kriminologi,
khususnya mengenai perkembangan konsep white collar crime serta penegakan hukum
terhadap kejahatan ekonomi di Indonesia.

2. Praktis
Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pembentuk kebijakan dan aparat penegak
hukum dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum serta merumuskan strategi
pemberantasan white collar crime.

3. Akademis
Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti sebagai dasar
pengembangan penelitian lebih lanjut mengenai white collar crime dan kebijakan hukum
pidana di Indonesia.

B. Metodologi

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk
mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis hasil-hasil penelitian yang membahas
penegakan hukum terhadap white collar crime sebagai kejahatan ekonomi di Indonesia.
Pelaksanaan penelitian mengacu pada pedoman Preferred Reporting Items for Systematic Reviews
and Meta-Analyses (PRISMA) 2020 yang dikembangkan oleh Page et al. (2021), meliputi tahapan
identifikasi, penyaringan, penilaian kelayakan, dan inklusi artikel.
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Strategi Penelusuran Artikel
Penelusuran literatur dilakukan pada bulan Juli 2026 melalui beberapa basis data ilmiah
yang memiliki reputasi baik, yaitu:
a. Scopus
b. Google Scholar
c. Dimensions
d. Directory of Open Access Journals (DOA]J)
e. Garuda (Garba Rujukan Digital)

Penggunaan beberapa basis data bertujuan memperoleh cakupan literatur yang luas, baik
dari jurnal internasional maupun jurnal nasional terakreditasi. Strategi pencarian menggunakan
kombinasi kata kunci dengan operator Boolean (AND dan OR). Pencarian dilakukan pada judul,
abstrak, dan kata kunci artikel agar diperoleh literatur yang benar-benar relevan dengan tujuan
penelitian.

Kriteria Inklusi dan Eksklusi
Agar proses seleksi berlangsung objektif, penelitian menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi
sebagai berikut.
a. Kriteria inklusi
- Artikel ilmiah yang dipublikasikan pada periode 2020-2026.
- Artikel yang membahas white collar crime, kejahatan ekonomi, kejahatan korporasi, korupsi,
pencucian uang, atau penegakan hukum.
- Artikel tersedia dalam teks lengkap (full text).
- Artikel berasal dari jurnal yang memiliki proses peer review.
- Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
- Artikel memiliki relevansi langsung dengan tujuan penelitian.
b. Kriteri eksklusi
- Artikel duplikat dari beberapa basis data.
- Prosiding, editorial, opini, berita, skripsi, tesis, dan disertasi.
- Artikel yang tidak tersedia dalam bentuk full text.
- Artikel yang tidak membahas penegakan hukum terhadap kejahatan ekonomi.
- Artikel yang diterbitkan sebelum tahun 2020.

Proses Seleksi Literatur
Seleksi artikel dilakukan berdasarkan tahapan PRISMA 2020 sebagai berikut.

a. Identification
Penelusuran literatur dilakukan secara sistematis melalui lima basis data, yaitu Scopus,
Google Scholar, Dimensions, DOA], dan Garuda, menggunakan kombinasi kata kunci dengan
operator Boolean (AND dan OR) sesuai kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan
(Page et al.,, 2021; Snyder, 2019). Seluruh hasil pencarian kemudian diekspor ke Mendeley
Reference Manager untuk mengidentifikasi dan menghapus artikel yang terduplikasi
(duplicate records), sehingga proses seleksi literatur berlangsung secara akurat, transparan,
dan dapat direplikasi (Page et al., 2021; Tranfield et al., 2003).

b. Screening
Artikel yang telah bebas dari duplikasi diseleksi berdasarkan judul dan abstrak (title and
abstract screening) untuk menilai kesesuaiannya dengan tujuan penelitian. Artikel yang tidak
relevan dengan topik white collar crime, kejahatan ekonomi, dan penegakan hukum
dieliminasi sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan (Page et al,,
2021; Snyder, 2019)

c. Eligibility
Artikel yang lolos tahap penyaringan selanjutnya dibaca secara menyeluruh (full-text
review). Penilaian dilakukan berdasarkan kesesuaian tujuan penelitian, metodologi, objek
penelitian, serta kontribusinya terhadap kajian white collar crime sesuai dengan Kkriteria
inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan (Page et al., 2021; Higgins et al., 2022).

d. Included
Artikel yang memenuhi seluruh kriteria inklusi selanjutnya dimasukkan sebagai sumber
utama dalam proses sintesis data sesuai dengan pedoman PRISMA 2020 (Page et al., 2021).

Penilaian Kualitas Artikel
Setiap artikel yang lolos seleksi dievaluasi menggunakan beberapa indikator kualitas, yaitu:
- kejelasan tujuan penelitian;
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- kesesuaian metode penelitian;

kualitas analisis data;

relevansi hasil penelitian terhadap topik white collar crime;

kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum.
Penilaian kualitas dilakukan untuk memastikan bahwa hanya artikel dengan kualitas
metodologis yang baik yang digunakan dalam sintesis (Page et al., 2021; Higgins et al., 2022).

Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan menggunakan metode analisis tematik (thematic analysis) ((Braun &
Clarke, 2006; Page et al., 2021). Setiap artikel dikodekan berdasarkan tema-tema utama yang
muncul, kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, selanjutnya dilakukan sintesis
naratif (narrative synthesis) untuk membandingkan hasil penelitian, menemukan pola,
mengidentifikasi kesamaan maupun perbedaan temuan, serta merumuskan kesimpulan yang
komprehensif mengenai penegakan hukum terhadap white collar crime sebagai kejahatan
ekonomi di Indonesia.

Diagram Alur PRISMA

Penelitian ini menggunakan diagram alur PRISMA 2020 yang menggambarkan proses seleksi
artikel melalui tahapan Identification, Screening, Eligibility, dan Included, sehingga proses seleksi
literatur dilakukan secara sistematis, transparan, dan dapat direplikasi (Page et al., 2021).
Berikut bagan alur Prisma 2020.

DATABASE SEARCH

n = 487 records

/\

Duplicates Removed (n = 135)

Remaining Records (n = 352)

v

Title & Abstract
Screening

v
Excluded n =255

v

Full-text Assessment (n=97)

— T

Excluded (n = 55) Included (n =42)

Bagan 1. Alur seleksi literatur berdasarkan PRISMA 2020
C. Hasil dan Pembahasan

Hasil Seleksi Literatur

Proses identifikasi dan seleksi artikel dilakukan secara sistematis dengan mengacu pada
pedoman Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) 2020
(Page et al., 2021). Penelusuran literatur dilakukan melalui lima basis data, yaitu Scopus, Google
Scholar, Dimensions, Directory of Open Access Journals (DOAJ]), dan Garuda menggunakan
kombinasi kata kunci yang berkaitan dengan white collar crime, economic crime, law enforcement,
corporate crime, corruption, dan money laundering. Seluruh artikel yang diperoleh selanjutnya
diseleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi sehingga hanya artikel yang relevan
digunakan dalam proses sintesis.
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Tabel 1. Hasil Identifikasi Literatur Berdasarkan Basis Data

No Tahapan Jumlah Artikel (n)
1 Artikel teridentifikasi dari Scopus 96
2 Artikel teridentifikasi dari Google Scholar 215
3 Artikel teridentifikasi dari Dimensions 84
4 Artikel teridentifikasi dari DOA] 41
5 Artikel teridentifikasi dari Garuda 51
Total artikel teridentifikasi 487

Sumber: Hasil penelusuran literatur berdasarkan pedoman PRISMA 2020 (2026).

Berdasarkan Tabel 1, diperoleh sebanyak 487 artikel dari lima basis data. Google Scholar
memberikan jumlah artikel terbanyak (215 artikel), diikuti Scopus (96 artikel), Dimensions (84
artikel), Garuda (51 artikel), dan DOAJ (41 artikel). Seluruh artikel kemudian diperiksa untuk
mengidentifikasi duplikasi sebelum memasuki tahap penyaringan.

Tabel 2. Hasil Seleksi Literatur Berdasarkan Tahapan PRISMA 2020

Tahapan PRISMA Jumlah Artikel (n)
Artikel teridentifikasi 487
Artikel duplikat 135
Artikel setelah duplikasi dihapus 352
Artikel dieliminasi pada tahap screening 255
Artikel yang dinilai kelayakannya (full-text assessment) 97

Artikel dikeluarkan pada tahap eligibility 55
Artikel yang dianalisis (Included) 42

Sumber: Hasil analisis peneliti (2026).

Berdasarkan Tabel 2, sebanyak 135 artikel teridentifikasi sebagai artikel duplikat sehingga
tersisa 352 artikel yang memasuki tahap screening. Pada tahap ini dilakukan seleksi berdasarkan
judul dan abstrak, sehingga 255 artikel dieliminasi karena tidak sesuai dengan fokus penelitian.
Selanjutnya 97 artikel menjalani full-text assessment. Dari jumlah tersebut, 55 artikel dikeluarkan
karena tidak memenuhi kriteria inklusi, sehingga diperoleh 42 artikel yang digunakan sebagai
dasar sintesis dalam penelitian ini.

Tabel 3. Distribusi Artikel Berdasarkan Topik Kajian

No Topik Kajian Jumlah (n) Perzg/(l)l)t ase

1 Korupsi 12 28,57
2 Kejahatan korporasi 8 19,05
3 Pencucian uang 6 14,29
4  Kejahatan sektor keuangan 5 11,90
5 Penyuapan 4 9,52
6  Penghindaran/penggelapan pajak 4 9,52
7  Efektivitas penegakan hukum 3 7,15

Total 42 100

Sumber: Hasil sintesis literatur (2026).

Tabel 3 menunjukkan bahwa penelitian mengenai korupsi merupakan topik yang paling
dominan (28,57%), diikuti kejahatan korporasi (19,05%) dan pencucian uang (14,29%).
Sementara itu, penelitian mengenai efektivitas penegakan hukum masih relatif sedikit (7,15%).
Temuan ini menunjukkan bahwa kajian white collar crime di Indonesia masih cenderung berfokus
pada jenis tindak pidana tertentu dan belum banyak mengintegrasikan berbagai bentuk
kejahatan ekonomi dalam satu kajian komprehensif. Hal tersebut sekaligus menegaskan
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pentingnya penelitian ini dalam menyajikan sintesis bukti ilmiah mengenai penegakan hukum
terhadap white collar crime sebagai kejahatan ekonomi.

Perkembangan Konsep White Collar Crime

Hasil sintesis terhadap 42 artikel menunjukkan bahwa konsep white collar crime mengalami
perkembangan yang signifikan sejak pertama kali diperkenalkan oleh Edwin H. Sutherland. Pada
awalnya, white collar crime dipahami sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh individu yang
memiliki status sosial tinggi melalui penyalahgunaan jabatan atau profesinya. Namun,
perkembangan penelitian mutakhir menunjukkan bahwa konsep tersebut telah bergeser menjadi
kejahatan ekonomi yang melibatkan korporasi, organisasi, lembaga keuangan, bahkan jaringan
lintas negara. Pergeseran ini menunjukkan bahwa fokus kajian tidak lagi hanya tertuju pada
karakteristik pelaku, tetapi juga pada sistem organisasi, tata kelola perusahaan, serta kelemahan
mekanisme pengawasan yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

Tabel 4. Perkembangan Konsep White Collar Crime Berdasarkan Hasil Sintesis
Literatur

Periode

Perkembangan Karakteristik Konsep Periode Perkembangan

Kejahatan dilakukan oleh individu
yang memiliki status sosial tinggi

Konsep Klasik melalui penyalahgunaan jabatan atau Konsep Klasik
profesi.
Kejahatan melibatkan korporasi,
Perkembangan P
Modern organisasi bisnis, lembaga keuangan, = Perkembangan modern

dan institusi pemerintah.
Modus operandi semakin kompleks
melalui transaksi lintas negara,
pencucian uang, dan kejahatan
keuangan internasional.
Pemanfaatan teknologi informasi,
aset kripto, kecerdasan buatan, dan

Era Globalisasi Era globalisasi

Era Digital transaksi elektronik dalam Era digital
melakukan kejahatan ekonomi.
Penanggulangan tidak hanya melalui
pemidanaan, tetapi juga penguatan
Kpoenntcc}(rerll(gct)?zr good governance, compliance, Pendekatan kontemporer

manajemen risiko, dan pengawasan
berbasis teknologi.
Sumber: Hasil sintesis terhadap 42 artikel yang dianalisis (2026).

Berdasarkan Tabel 4, terlihat adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang
berorientasi pada pelaku (offender-oriented approach) menuju pendekatan yang berorientasi
pada sistem (system-oriented approach). White collar crime tidak lagi dipahami sebagai
penyimpangan individual, tetapi sebagai bentuk kejahatan ekonomi yang dipengaruhi oleh
lemahnya tata kelola organisasi, pengawasan internal, dan perkembangan teknologi digital.
Perubahan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan
oleh pemberian sanksi pidana, tetapi juga oleh kemampuan negara membangun sistem
pencegahan melalui tata kelola yang baik, penguatan kepatuhan korporasi, serta pemanfaatan
teknologi dalam mendeteksi dan mencegah kejahatan ekonomi.

Tipologi White Collar Crime sebagai Kejahatan Ekonomi

Hasil sintesis terhadap 42 artikel menunjukkan bahwa white collar crime di Indonesia
memiliki karakteristik yang semakin beragam seiring dengan perkembangan globalisasi dan
digitalisasi ekonomi. Berdasarkan objek, modus operandi, dan sektor yang terdampak, white
collar crime dapat dikelompokkan ke dalam enam tipologi utama, yaitu korupsi, kejahatan
korporasi, kejahatan perpajakan, pencucian uang, kejahatan sektor keuangan, dan kejahatan
berbasis teknologi informasi. Masing-masing tipologi memiliki karakteristik, modus operandi,
serta dampak yang berbeda terhadap perekonomian nasional dan sistem penegakan hukum.
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Tabel 5. Tipologi White Collar Crime sebagai Kejahatan Ekonomi Berdasarkan Hasil

Sintesis Literatur

Tipologi Dampak terhadap
No White Collar Karakteristik Utama Perekonomian dan
Crime Penegakan Hukum
Menimbulkan kerugian
Penyalahgunaan jabatan atau keuangan negara,
1 Korupsi kewenangan untuk memperoleh menurunkan kepercayaan
keuntungan pribadi atau kelompok. publik, dan menghambat
pembangunan.
Kejahatan Manipulasi laporan keuangan, Merl_lglkan konsur_nen,
: . menciptakan persaingan
Korporasi pelanggaran persaingan usaha, :
2 . . usaha tidak sehat, dan
(Corporate pelanggaran lingkungan, dan praktik
. L 9% melemahkan tata kelola
Crime) bisnis yang melanggar hukum.
perusahaan.
Penghindaran pajak (tax avoidance) . .
: . . Mengurangi penerimaan
Kejahatan dan penggelapan pajak (tax evasion)
3 . ; . negara dan mengganggu
Perpajakan melalui rekayasa transaksi atau . ;
) keberlanjutan fiskal.
penyalahgunaan celah regulasi.
Pencucian Menyamarkan asal-usul aset hasil Menyulitkan pelacakan hasil
4 Uang (Money tindak pidana melalui sistem kejahatan serta menghambat
Laundering) keuangan atau aset lainnya. pemulihan aset negara.
Kejahatan Manipulasi investasi, insider trading, = Mengganggu stabilitas sistem
5 Sektor penyalahgunaan dana nasabah, dan keuangan serta menurunkan
Keuangan penipuan di sektor jasa keuangan. kepercayaan investor.
. Penyalahgunaan teknologi digital, Memperluas ruang lingkup
Kejahatan 5 . . . .
Berbasis transaksi elektronik, aset kripto, kejahatan ekonomi serta

6 . pencurian data, dan manipulasi
Teknologi . . .
i sistem informasi untuk memperoleh
Informasi .
keuntungan ekonomi.
Sumber: Hasil sintesis terhadap 42 artikel yang dianalisis (2026).

meningkatkan kompleksitas
pembuktian dan investigasi
digital.

Berdasarkan Tabel 5, korupsi masih menjadi bentuk white collar crime yang paling dominan
karena berkaitan langsung dengan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan
negara dan pelayanan publik. Di sisi lain, perkembangan ekonomi digital telah mendorong
munculnya berbagai bentuk kejahatan baru, seperti manipulasi transaksi elektronik, penipuan
investasi digital, pencucian uang melalui aset kripto, dan penyalahgunaan sistem keuangan
berbasis teknologi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa white collar crime tidak lagi terbatas
pada sektor pemerintahan, tetapi telah berkembang ke sektor korporasi, perpajakan, jasa
keuangan, dan teknologi informasi.

Karakteristik tersebut menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap white collar crime
memerlukan pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan hukum pidana, hukum
ekonomi, teknologi informasi, audit forensik, akuntansi investigatif, dan tata kelola organisasi.
Oleh karena itu, strategi pemberantasan tidak cukup hanya mengandalkan pemidanaan pelaku,
tetapi juga harus memperkuat sistem pengawasan, kepatuhan korporasi, transparansi, serta
pemanfaatan teknologi digital untuk mendeteksi dan mencegah kejahatan ekonomi secara lebih
efektif.

Efektivitas Penegakan Hukum terhadap White Collar Crime

Hasil sintesis terhadap 42 artikel menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum
terhadap white collar crime di Indonesia belum sepenuhnya optimal. Meskipun Indonesia telah
memiliki berbagai instrumen hukum yang mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi,
pencucian uang, kejahatan perpajakan, kejahatan korporasi, dan tindak pidana di sektor
keuangan, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Efektivitas
penegakan hukum dipengaruhi oleh kualitas regulasi, kapasitas aparat penegak hukum,
koordinasi antarlembaga, kemampuan investigasi keuangan, serta pemanfaatan teknologi dalam
proses penyidikan dan pembuktian.
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Tabel 6. Sintesis Efektivitas Penegakan Hukum terhadap White Collar Crime

No ASpel;Eiﬁ;gakan Hasil Sintesis Literatur Implikasi
Indonesia telah memiliki berbagai Regu!a51 rglatlf memadai,
i . . tetapi masih memerlukan
regulasi mengenai korupsi, harmonisasi dan
1 Regulasi pencucian uang, kejahatan envesuaian terhada
korporasi, perpajakan, dan sektor peny b
keuangan perkembangan ekonomi
' digital.
Penanganan white collar crime Peningkatan kompetensi
memerlukan kompetensi khusus aparat menjadi prasyarat
2 Kapasitas Aparat di bidang audit forensik, untuk mempercepat
Penegak Hukum akuntansi investigatif, teknologi penyidikan dan
informasi, dan analisis transaksi meningkatkan kualitas
keuangan. pembuktian.
Efektivitas penegakan hukum . .
sangat dipengaruhi oleh Slgfrg]l;i:;nf;ﬁ l? n
3 Koordinasi koordinasi antara kepolisian, mer’g ercenat Droses
Antarlembaga kejaksaan, pengadilan, PPATK, enan r;nan perllzara dan
OJK, KPK, dan instansi terkait p 5 , P
lainnya. pemulihan aset.
Sebagian besar penelitian
menunjukkan bahwa pendekatan L
. . Pendekatan ini mampu
follow the money, financial memutus keuntunean
Pendekatan Follow investigation, dan asset recovery : Suntung
4 ; o . ekonomi hasil kejahatan
the Money lebih efektif dibandingkan . .
endekatan vane hanva sekaligus meningkatkan
pe ran yang hany pemulihan kerugian negara.
berorientasi pada pemidanaan
pelaku.
Penggunaan digital forensics, Modernisasi teknologi
Pemanfaatan analisis transaksi elektronik, big meningkatkan kemampuan
Teknologi Digital data, dan kecerdasan buatan deteksi, pembuktian, dan

mulai diterapkan dalam
investigasi kejahatan ekonomi.

pelacakan aset hasil
kejahatan.

Sumber: Hasil sintesis terhadap 42 artikel yang dianalisis (2026).

Berdasarkan Tabel 6, dapat diketahui bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya
ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kualitas implementasinya. Sebagian besar
penelitian menyimpulkan bahwa kompleksitas white collar crime menuntut peningkatan
kompetensi aparat penegak hukum, penguatan koordinasi antarlembaga, serta pemanfaatan
teknologi digital dalam proses investigasi dan pembuktian. Selain itu, pendekatan follow the
money, financial investigation, dan asset recovery dinilai lebih efektif dibandingkan pendekatan
konvensional karena tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada
pemulihan aset hasil kejahatan dan pengurangan keuntungan ekonomi yang menjadi motif utama
white collar crime.

Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum terhadap white collar
crime memerlukan pendekatan yang komprehensif, yaitu melalui penguatan regulasi,
peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi investigasi, dan sinergi
antarlembaga penegak hukum. Dengan demikian, strategi pemberantasan white collar crime
tidak lagi hanya berorientasi pada aspek represif, tetapi juga diarahkan pada penguatan tata
kelola, pencegahan, dan pemulihan kerugian negara secara berkelanjutan.

Hambatan Penegakan Hukum dan Arah Pembaruan Kebijakan

Hasil sintesis terhadap 42 artikel menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum
terhadap white collar crime di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat
normatif, kelembagaan, teknis, maupun teknologi. Hambatan tersebut tidak hanya berkaitan
dengan kompleksitas pembuktian, tetapi juga dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas aparat
penegak hukum, ketidaksinkronan regulasi, intervensi kepentingan, serta pesatnya
perkembangan teknologi digital. Berbagai penelitian menegaskan bahwa tantangan tersebut
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memerlukan pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan aspek hukum, tata kelola,
teknologi, dan kerja sama antarlembaga agar penegakan hukum dapat berjalan secara efektif.

Tabel 7. Hambatan Penegakan Hukum terhadap White Collar Crime
Dampak terhadap Penegakan
Hukum

No Hambatan Hasil Sintesis Literatur

Pembuktian melibatkan

dokumen elektronik, transaksi Proses penyidikan dan

Kompleksitas . . pembuktian menjadi lebih lama
1 . keuangan, audit forensik, dan .
pembuktian - . serta membutuhkan keahlian
jaringan korporasi yang e
multidisipliner.
kompleks.
. . Masih terdapat tl.lmpang tindih Menimbulkan perbedaan
Ketidaksinkronan  antara hukum pidana, hukum . , .
2 . . . . interpretasi serta mengurangi
regulasi administrasi, dan regulasi .
kepastian hukum.
sektoral.
Kompetensi di bidang audit
forensik, akuntansi investigatif, Menurunkan efektivitas
Keterbatasan .. . -
3 Kapasitas aparat analisis transaksi keuangan, penyidikan dan penanganan
p p dan digital forensik masih perkara yang kompleks.
belum merata.
Pelaku sering memiliki akses . .
. Berpotensi memengaruhi
Intervensi terhadap kekuasaan, modal, . : U
4 . o i independensi serta objektivitas
kepentingan atau jaringan politik dan
i proses penegakan hukum.
ekonomi.
Pemanfaatan transaksi
elektronik, aset kripto, dan Menambah kompleksitas
Perkembangan o . ; .
e teknologi finansial menciptakan pelacakan aset, pembuktian, dan
teknologi digital : : . .
modus operandi baru yang sulit kerja sama lintas negara.
dideteksi.

Sumber: Hasil sintesis terhadap 42 artikel yang dianalisis (2026).

Berdasarkan Tabel 7, hambatan yang paling dominan adalah kompleksitas pembuktian dan
perkembangan teknologi digital. Kedua aspek tersebut menyebabkan proses investigasi white
collar crime membutuhkan dukungan keahlian khusus serta penggunaan teknologi investigasi
yang lebih modern. Selain itu, ketidaksinkronan regulasi dan keterbatasan kapasitas aparat
masih menjadi kendala utama dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif dan
berkeadilan.

Tabel 8. Arah Pembaruan Kebijakan Penegakan Hukum terhadap White Collar Crime

No Arah Pembaruan Kebijakan Tujuan
1 Harmonisasi regulasi pidana, Mewujudkan kepastian hukum serta mengurangi
administrasi, dan sektoral tumpang tindih norma.

Penguatan kapasitas aparat Meningkatkan kompetensi di bidang audit forensik,

2 akuntansi investigatif, digital forensik, dan analisis
penegak hukum .
transaksi keuangan.
3 Optimalisasi pendekatan follow Memaksimalkan pelacakan, penyitaan, dan
the money dan asset recovery pemulihan aset hasil tindak pidana ekonomi.
Penguatan good governance, Mencegah penyalahgunaan kewenangan melalui
4 corporate governance, dan

. . transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan internal.
sistem kepatuhan (compliance) P peng

Mengembangkan penggunaan digital forensics,

5 Pemanfaatan teknologi digital kecerdasan buatan, big data analytics, dan sistem
pelaporan elektronik dalam penegakan hukum.
Mempercepat pertukaran informasi keuangan,

mutual legal assistance, serta penanganan kejahatan

ekonomi lintas negara.

Sumber: Hasil sintesis terhadap 42 artikel yang dianalisis (2026).

Berdasarkan Tabel 8, pembaruan kebijakan perlu diarahkan pada penguatan aspek regulasi,
kelembagaan, sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi digital. Pendekatan follow the
money dan asset recovery menjadi strategi yang paling banyak direkomendasikan dalam literatur

Penguatan kerja sama nasional

6 . )
dan internasional
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karena tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian
negara dan penghilangan keuntungan ekonomi yang diperoleh dari tindak pidana. Di samping itu,
penerapan prinsip good governance, corporate governance, dan sistem kepatuhan (compliance)
dipandang sebagai strategi preventif yang mampu mengurangi peluang terjadinya white collar
crime. Penguatan kerja sama nasional dan internasional juga menjadi kebutuhan mendesak
mengingat karakter white collar crime yang semakin bersifat transnasional dan memanfaatkan
perkembangan teknologi digital.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Systematic Literature Review, dapat disimpulkan bahwa white collar crime
telah berkembang menjadi bentuk kejahatan ekonomi yang semakin kompleks seiring dengan
kemajuan teknologi, globalisasi, dan meningkatnya aktivitas ekonomi digital. Kejahatan ini tidak
lagi terbatas pada penyalahgunaan jabatan oleh individu, tetapi juga melibatkan korporasi dan
organisasi melalui berbagai modus, seperti korupsi, pencucian uang, penyuapan, kejahatan
perpajakan, dan kecurangan di sektor keuangan.

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap white
collar crime dipengaruhi oleh kualitas regulasi, kapasitas aparat penegak hukum, koordinasi
antarlembaga, serta kemampuan dalam melakukan investigasi dan pemulihan aset. Meskipun
Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum untuk menangani kejahatan ekonomi,
implementasinya masih menghadapi tantangan berupa kompleksitas pembuktian,
perkembangan teknologi digital, serta belum optimalnya tata kelola dan sistem pengawasan.

Oleh karena itu, diperlukan pembaruan kebijakan yang menekankan harmonisasi regulasi,
penguatan kapasitas kelembagaan, pemanfaatan teknologi dalam penegakan hukum, serta
peningkatan tata kelola pemerintahan dan korporasi. Pendekatan yang bersifat preventif dan
kolaboratif diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pemberantasan white collar crime
sekaligus memperkuat perlindungan terhadap kepentingan ekonomi nasional.

Saran

1. Bagi pemerintah dan pembentuk kebijakan, perlu dilakukan harmonisasi regulasi dan
pembaruan kebijakan hukum agar mampu mengakomodasi perkembangan white collar
crime, khususnya yang berkaitan dengan digitalisasi ekonomi dan kejahatan lintas
negara.

2. Bagi aparat penegak hukum, perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia,
memperkuat koordinasi antarlembaga, serta mengoptimalkan penerapan pendekatan
follow the money, financial investigation, dan asset recovery untuk meningkatkan
efektivitas penegakan hukum.

3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan melakukan penelitian empiris atau studi kasus
mengenai implementasi penegakan hukum terhadap white collar crime, termasuk
pemanfaatan teknologi digital dalam proses investigasi dan pemulihan aset hasil
kejahatan.
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